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Jual beli merupakan bentuk interaksi antar sesama manusia sebagai usaha untuk 
mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Transaksi jual beli menjadi 
beraneka ragam dalam bentuk maupun cara. Meskipun terkadang jual beli yang 
dilakukan belum memenuhi ketentuan dalam syariat Islam, salah satunya yaitu 
seperti jual beli makanan dengan konsep all you can eat di Rumah Makan Encim 
Gendut. Dalam jual beli ini pembeli datang dan membayar harga terlebih dahulu 
yang telah ditentukan pihak rumah makan setelah membayar pembeli 
dipersilahkan makan sepuasnya tanpa ada batasan jumlah makanan, sehingga jual 
beli seperti ini menimbulkan persoalan dimana tidak diketahui seberapa banyak 
makanan yang dimakan oleh pembeli dan diindikasikan terdapat unsur gharar. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana praktik jual beli makanan 
dengan konsep all you can eat di Rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung, 
2) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli makanan dengan 
konsep all you can eat di Rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan dengan 
konsep all you can eat dan apakah praktik jual beli seperti itu telah sesuai dengan 
ketentuan hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 
research) yang sifatnya deskriptif analis yaitu memaparkan dan menggambarkan 
keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian 
dianalisis, maka jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. 
Adapun teknik pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan 
metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu metode yang 
mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang 
diselidiki. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan jual beli 
makanan dengan konsep all you can eat yang terjadi di Rumah Makan Encim 
Gendut Bandar lampung ini terjadi antara pihak penjual dan pembeli, pembeli 
membayar terlebih dahulu harga yang telah ditetapkan dan pembeli dipersilahkan 
makan sepuasnya dan dibatasi waktu 2 jam. Penjual tidak mengetahui seberapa 
banyak makanan yang diambil, akan tetapi penjual tetap mendapatkan 
keuntungan. Tujuan dari penjual membuka konsep ini pun yaitu sebagai ajang 
promosi untuk menarik minat pembeli. Pandangan hukum Islam dari jual beli ini 
diperbolehkan karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, dilihat dari 
segi syarat orang yang berakad jual beli ini sudah sesuai, dari segi syarat ijab 
qabul nya pun sudah sesuai, dari segi objek barang yang diperjualbelikan terdapat 
unsur gharar,  walaupun terdapat ketidakjelasan (gharar) dalam objek jual beli 
tetapi gharar ini termasuk gharar yang ringan merujuk pada perkataan Ibnu 
Qayyim yang memperbolehkan adanya gharar ringan. Tujuan dari penjual yaitu 
dalam rangka promosi ini pun sudah sesuai dengan ketentuan Islam serta praktik 
jual beli sudah sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah, yaitu 1. Pada dasarnya 
muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. 2. 
Muamalah itu mesti didasarkan atas dasar suka sama suka 3. Muamalah yang 






                       
                         
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
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A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam 
mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat 
kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun skripsi ini 
berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI 
MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT” (Studi di Rumah 
Makan Encim Gendut Bandar Lampung). Istilah-istilah yang perlu dijelaskan 
antara lain: 
Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah, 
menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
1
 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu 
Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf  yang diakui 
dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
2
 
Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang 
dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 




                                                             
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan 
Kedua Edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
 
2
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 6. 
3
Ahmad Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung, 
Permatanet Publishing, 2016), h. 104. 
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Makanan adalah segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam 
tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, 
atau mengatur semua proses dalam tubuh.
4
 




All You Can Eat adalah sistem penjualan menu di restaurant dimana 
konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang 
tersedia dengan konsep prasmanan dengan batasan waktu tertentu.
6
  
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa judul skripsi 
ini adalah meninjau dari segi hukum Islam mengenai Jual Beli Makanan 
dengan Konsep All You Can Eat yang dilakukan di Rumah Makan Encim 
Gendut Bandar Lampung. 
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan memilih judul skripsi “TINJAUAN HUKUM 
ISLAM TENTANG JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU 
CAN EAT (Studi di Rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung)” yaitu 
sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif  
Dalam praktik jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat ini 
belum ada kejelasan seberapa banyak makanan yang diambil oleh pembeli 
                                                             
4
Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan 
Kedua Edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 861. 
5
Ibid., h. 725. 
6
https://www.restofocus.comdiakses pada tanggal 07 Maret 2019. 
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sehingga diindikasikan terdapat unsur gharar, serta jual beli ini pun sedang 
marak terjadi di Kota Bandar Lampung. 
2. Alasan Subjektif 
 Ditinjau dari aspek kebahasaan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin 
ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN 
Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling 
membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 
Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai muamalah.
7
 
Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur 
hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan 
manusia dengan benda dan alam sekitarnya.
8
 Salah satu bentuk bermuamalah 
yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual 
beli.          
       Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama 
manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan perdagangan memiliki 
permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan 
dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana, kerugian dan 
                                                             
7
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11. 
8
Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo 





 Kedudukan akad dalam fiqh mumalah dapat 
dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi rukun dan 
syaratnya.
10
 Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan QS.Al-
Baqarah (2) :275  
                      
                            
                                
                     
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 




Menurut hukum Islam, telah dijelaskan rukun dan syarat jual beli. Jual 
beli sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di 
kalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling 
tukar-menukar atau berupa saling memberi. Sementara itu, yang menjadi 
rukun jual beli dikalangan jumhur ada empat, yaitu ba’i waal-musytari 
                                                             
9
Hamzah Yakub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam 
Berekonomi), (Bandung: Diponegoro, 1983), h. 13. 
10
Ghufron Masadi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 20. 
11




(penjual dan pembeli), tsaman (harga), mabi’ (barang), shigat (ijab dan 
qabul). Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai 
beberapa persyaratan. Yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui 
banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka 
tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.
12
 
Jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat yang terjadi di 
Rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung ini adalah jual beli makanan 
dimana pembeli membayar satu harga dan boleh makan sepuasnya. Dalam 
melakukan jual beli ini pembeli membayar terlebih dahulu harga makanan 
yang sudah ditentukan oleh pihak rumah makan, setelah itu pembeli 
mengambil sendiri makanan yang disediakan pihak rumah makan dalam 
bentuk prasmanan.  
Jual beli dengan konsep All You Can Eat ini dilaksanakan setiap hari 
Minggu dibuka mulai pukul 08.00-15.00 WIB. Harga untuk dewasa Rp. 
40.000 dan untuk anak kecil Rp.28.000. Waktu yang diberikan dibatasi 2 jam 
dan makanan pun tidak boleh dibawa pulang. Jual beli dengan konsep All You 
Can Eat ini menimbulkan suatu persoalan di mana objek jual beli yaitu 
makanan tidak diketahui berapa banyak yang dimakan oleh pembeli sehingga 
diindikasikan terdapat unsur gharar.       
       Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mendorong penulis untuk 
mengetahui secara lebih mendalam tentang bagaimana tinjauan hukum Islam 
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tentang jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat. Dalam hal ini 
penyusun tuangkan dalam sebuah judul: 
Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dengan Konsep All 
You Can Eat dengan lokasi penelitian pada Rumah Makan Encim Gendut 
Bandar Lampung. 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitiannya adalah bagaimana praktik jual beli makanan 
dengan konsep All You Can Eat di Rumah Makan Encim Gendut Bandar 
Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan 
dengan konsep All You Can Eat di Rumah Makan Encim Gendut Bandar 
Lampung. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan 
focus permasalahan yang akan di bahas, adapun yang menjadi pokok 
permasalahannya yaitu: 
1. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat pada 
Rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang jual beli makanan dengan 







F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan konsep All You Can 
Eat pada Rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung 
b. Untuk mengetahui dan meninjau pandangan Hukum Islam tentang praktik 
jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat pada Rumah Makan 
Encim Gendut Bandar Lampung. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah 
pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep jual beli, praktik jual beli 
yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan 
Hadist. Serta diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran 
keislaman pada umumnya, civitas akademik fakultas syariah, jurusan 
Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator 
bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung 
dan akan memperoleh hasil yang maksimal. 
b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas 
akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden 
Intan Lampung. 
G. Signifikasi Penelitian  





a. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat   
baik yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli ini,serta mampu memberikan 
pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam. 
b. Secara praktis 
 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang 
melakukan atau tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah 
UIN Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 
bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan 
menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 
pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.
13
 Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis 
memperoleh data dari penelitian lapangan langsung pada Rumah Makan 
Encim Gendut Bandar Lampung. 
1.  Jenis Penelitian  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) 
yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau 
lapangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan 
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literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 
penelitian dari penelitian terdahulu.
14
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analitik, yaitu 
penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan 
menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki 
tersebut.
15
 Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana pandangan 
Islam terhadap jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat pada 
Rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung. 
3. Sumber Data Penelitian 
Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari 
jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat pada Rumah Makan 
Encim Gendut Bandar Lampung. Oleh karena itu sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
atau objek yang di teliti. Sumber data yang utama yaitu sejumlah 
responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik Rumah 
Makan Encim Gendut Bandar Lampung dan pengunjung Rumah Makan 
Encim Gendut Bandar Lampung. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan 
riset yang dilakukan dengancara membaca buku, artikel, jurnal, 
majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan. 
4.   Populasi 
Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi 
terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai 
tes, peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu 
yang diadakan suatu penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini 
adalah pemilik Rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung dan 120 
orang pembeli makanan di Rumah Makan Encim Gendut Bandar 
Lampung. 
5.   Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam 
pengambilan sampel penulis berpedoman pada  
“Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa apabila subyeknya 
kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya 
merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar 
(lebih dari 100 orang) dapat menggunakan sampel. Menurutnya 
sampel diambil antara 10% - 15% hingga 20% - 25% atau bahkan 




Diketahui bahwa rata-rata pembeli perhari berjumlah 30 orang 
yang diasumsikan sebulan yaitu 30 orang x 4  = 120 orang / bulan. Dengan 
demikian berdasarkan tata cara pengambilan sampel di atas, sampel yang 
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akan diambil 10% x 120 orang = 12 orang pembeli Rumah Makan Encim 
Gendut. Teknik pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling, 
yaitu peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. 
Sehubungan dengan populasi yang berjumlah lebih dari 100,  maka yang 
dijadikan sampel penelitian yaitu 1 orang pemilik dan 12 pembeli di 
Rumah Makan Encim Gendut. Penelitian ini disebut penelitian sampel. 
6.   Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling 
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka 
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 
ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu: 
a. Observasi  
Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang 
diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui 
pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Observasi dilakukan untuk 
mengumpulkan data secara langsung ke rumah makan encim gendut 
sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, 
utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran 
umum objek penelitian. 
b. Wawancara (Interview) 
Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau 
kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 
12 
 
pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 
terwawancara. Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-
pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang 
berkompeten seperti pemilik rumah makan Encim Gendut dan 
konsumen untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan 
dengan konsep All You Can Eat yang dilakukan oleh Rumah Makan 
Encim Gendut dan selanjutnya akan dilihat dari pandangan Hukum 
Islam. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 
sebagainya. 
7. Metode Pengolahan Data 
 Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil lapangan 
sehingga siap pakai unuk dianalisis. Dalam metode pengolahan data ini 
menggunakan beberapa cara diantaranya: 
a. Tahapan Pemeriksaan Data (editing) 
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengkoreksian 
data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan dan 
sudah sesuai atau relevan dengan masalah penelitian. 
b. Tahapan Sistematika Data 
Tahapan sistematika data adalah menempatkan data menurut bahasa 
berdasarkan urusan masalah secara induktif dengan proses berpangkal 
13 
 
dari peristiwa yang khusus yang dihasilkan berdasarkan hasil 
pengamatan empiric dan menghasilkan suatu kesimpulan atau 
pengetahuan yang bersifat umum. 
8. Metode Analisis Data 
 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap 
praktik jual beli. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji 
menggunakan metode analisis kualitatif berupa suatu prosedur yang 
menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis 
dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu 
jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini 












A. Kajian Teori                        
1.  Jual Beli Menurut Hukum Islam      
 a. Pengertian Jual Beli        
  Menurut etimologi, jual beli diartikan: 
ْيِءُمُُ ِءبِالشَّ َقاُبَ َلُةُالشَّ  
Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”   
 Secara terminology fiqh jual beli disebut dengan al-ba‟i yang berarti 
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal 
al-ba‟i dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian 
lawannya, yaitu lafal al-syira‟ yang berarti membeli. Dengan demikian, al-
ba‟i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.
1
 “…Jual 
beli menurut Wahbah Zuhaili secara bahasa adalah proses tukar menukar 
barang dengan barang.”
2
      
 Menurut Abu Muhammad Mahmud al-„Ayni, pada dasarnya jual beli 
merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka 
sama suka, sehingga menurut pengertian syara‟, jual beli adalah tukar 
menukar barang atau harta secara suka sama suka.
3
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 Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, 
sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. 
Pendapat ulama fiqh mendefinisikan jual beli sebagai berikut: 
a. Menurut ulama Hanafiah, pengertian jual beli dapat dilihat dari arti umum 
dan arti khusus 
1) Definisi umum, yaitu: 
ْقَدْينُِ ُبِالن َّ ُاْلَعْْيِ ُأََُُوُىَوبَ ْيُع َُوََنِْوَىا َُواْلِفضَِّة َىِب ُاَوُْالذَّ ْقِد ُبِالن َّ ْلَعِة ُالسَّ ُعَُْوُمَباَدَلُة َُوْجِوََُنْوِِه َلى
 4ََمُْصْوصٍُ
Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan 
perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau 
semacamnya menurut cara khusus.”              
2) Definisi khusus, yaitu: 
 5َصْوصٍَُوُىَوُمَباَُدَلُةُاْلَماِلُبِاْلَماِلَُعَلىَُوْجِوَُمَُْ
Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara 
yang khusus”                                      
  Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus 
yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan 
membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau 
juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan 
pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi 
manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk 
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Ibid., h. 135. 
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sesuatu yang boleh diperjualbelikan karena benda-benda itu tidak 
bermanfaat bagi umat muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap 
diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.
6
 
b. Menurut ulama Malikiyah, pengertian jual beli dapat dilihat dari arti 
umum dan khusus.                           
1) Definisi umum, yaitu: 
َُمَناُِفَعَُوَلَُُوَضةٍُُُمَعاَُعْقدُُُُهوَُف َُ ةٍَُُعَلىَُغْْيِ َعِةَُلذَّ  7ُمت ْ
Artinya : “Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas selain 
manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”   
  Jual beli dalam arti umum yaitu suatu perikatan tukar menukar 
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan yaitu akad 
yang mengikat antara kedua belah pihak. Sedangkan, tukar menukar yaitu 
salah satu pihak memberikan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan 
oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat yaitu benda yang ditukarkan 
adalah dzat, yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan 
manfaatnya atau bukan hasilnya.
8
      
2) Definisi khusus, yaitu: 
ِةُاَْوُُمَكاَُيَسةٍَُوَلمَُُُعَلىَُغْْيَِمَناُِفعََُُوَضةٍَُُعْقُدُُمَعاُفَ ُهوَُ َعِةَُلذَّ ُرَُذَىٍبَُولََُُحُدُِعَوَُضْيةٍَُأُُت ْ  َغي ْ
ٌُ ُرُاْلعَُُِفضٍَّةُ،ُُمَعْيَّ ُِفْيوَُِغي ْ ْْيِ
9ُ
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Artinya: “Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas selain 
manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat 
mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya 
jelas bukan utang.”  
Jual beli dalam arti khusus yaitu perikatan tukar menukar sesuatu 
yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya 
tarik, penukarannya bukan mas dan bukan perak, bendanya dapat direalisir 
dan ada seketika, bukan merupakan utang baik barang itu ada di hadapan 
pembeli maupun tidak, barang nya pun sudah diketahui sifat-sifatnya.
10
 
 “Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 
dijelaskan bahwa definsi jual beli yaitu akad antara penjual dan pembeli 
yang saling bertukar harta berupa benda dan uang.”
11
 Sedangkan menurut 
Mardani disebutkan dalam Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah, ba‟i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran 
antara benda dengan uang.
12
        
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli 
merupakan hubungan antara satu pihak dengan pihak lain dengan cara tukar 
menukar benda atau barang dan kedua belah pihak saling rela melakukan 
hal tersebut sehingga kebutuhan hidup kedua belah pihak terpenuhi. 
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b. Dasar Hukum Jual Beli                 
1. Al-Qur‟an  
 Surat Al-Baqarah (2) : 275     
 ُ ُ  ُُُُُُ ُ   ُ
   ُُُُُ ُُ ُ  ُ  ُ  ُُ  ُُ
  ُ ُ  ُُُ   ُ ُُ  ُ   ُ  ُُُ
   ُُُُ ُُ  ُ  ُُُ ُ ُ ُ
ُُُ 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-




Kemudian dalam surat Al-Baqarah (2): 282  
…ُ ُ  ُ  ُُُ  ُُ ُ ُُ ُ ُ   ُ
ُ ُُ ُُُ   ُُُ ُ  ُ ُ ُُُُ 
“…. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis 
dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 
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maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan 




Surat An-Nisaa (4) : 29 
  ُ ُ ُُ ُ  ُ  ُ   ُُُ
ُ ُُ ُ ُُُ ُ  ُُُُ ُُ
  ُُُُ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 




ُاْلَكْسِبُال ُ:َُايُّ َُصَلىُاهللَُُعَلْيِوَُوَسلََّمُُسِءلَّ ُالنَِّبَّ  ْطَيُبَُعْنُرَِفاَعِةُاْبِنُرَاِفٍعَُرِضَىُاهللَُُعْنُوُاَنَّ
ُرْوٍر.ُ)رواهُالبزّارُوُصّححوُاحلاكم(َعَمُلُالرَّجُُ:؟َُقالُ ُُكلُُّبَ ْيٍعَُمب ْ  ِلُبَِيِدُِهَُو
“Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ r.a, bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya,      
“Pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “Pekerjaan 
seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. 
Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim)
16 
ُثَ َناُِإبْ َراُِىْيُمُبُْ  ُنُُمْوَسىَُأْخبَ َرُنَاُِعْيَسىَُعْنُثُ ْوٍرَُعْنَُخاِلِدُْبِنَُمْعَداَُنَُعِنُاْلِمْقَداُمَُِحدَّ
ُهَعنُْ رًُ َرِضَىُاهللَُُعن ْ  َرُسْوِلُاهلِلَُصَلىُاهللَُُعَلْيِوَُوَسّلَمَُقاَلُ:َُماَُأَكَلُأََُحٌدَُطَعاًُماَُقطُّاَُخي ْ
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Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 28. No. 
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َُنِبَُُ ُُكُلُِمْنَُعَمِلُيَِدِه.اهلِلُ اُِمْنُأْنُيَْأُكَلُِمْنَُعَمِلُيَِدُِىَوِإنَّ َُكاَُنُيَْأ اَلُُم  َدُُواَدَُعَلْيِوُالسَّ
 )رواهُالبخاريُوُمسلم(ُ
“Diceritakan Ibrahim Bin Musa, mengabarkan „Isa dari Tsaur , dari Kholidi 
bin Ma‟dan, dari Miqdam r.a bahwa Rasulullah Saw. berkata: “Tidak ada 
makanan yang dimakan seseorang sekali-kali tidak ada yang lebih baik 
daripada makanan-makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya 





َقاَل:ُنَ َهىَُرُسْوُلُاللِِّوَُصَلىُاللَُّوَُعَلْيِوَُوسَُ  ِةَُصاّلَمَُعْنُبَ ْيِعُاحلََُْوَعْنَُاِِبُُىَريْ َرَةَُرِضَىُاللَُّوَُعْنوُُ
 َوَعْنُبَ ْيِعُاْلَغَرِر)رواهُمسلم(
“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata : “Rasulullah SAW melarang menjual 
dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan gharar 
(belum diketahui wujudnya)” (HR. Imam Muslim).
18
 
3. Ijma          
  Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa 
jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan 
syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan 
hidupnya tanpa bantuan orang lain.
19
 Untuk memenuhi kebutuhannya, 
sangat penting bagi manusia melakukan transaksi jual beli sehingga 
seseorang dapat memiliki barang orang lain tanpa melanggar aturan yang 
ada di syariat. Oleh karena itu, sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini 
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manusia telah melakukan praktik jual beli yang menunjukkan bahwa umat 
sepakat akan disyariatkannya jual beli.
20
     
  Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan 
Ijma, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah 
mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli 
dapat berubah. Jual beli bisa menjadi manbud pada waktu harga mahal, bisa 
menjadi makruh seperti menjual mushaf, beda dengan: 
   “Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz 
Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah bahwa bisa juga 
menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat 
arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat 




Hukum asal jual beli yaitu boleh, akan tetapi hukumnya bisa 




c. Rukun dan Syarat Jual Beli 
a. Rukun Jual beli        
 Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat 
ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama 
Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan 
qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi 
rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah 
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pihak untuk melakukan transaksi jual beli.
23
Akan tetapi, karena unsur 
kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga 
tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu 
dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah 
pihak yang melakukan transaksi jual yaitu boleh tergambar dalam ijab 
dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang 
(ta‟athi).       




a. Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli)                 
b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)                
c. Ada barang yang dibeli                 
d. Ada nilai tukar pengganti barang 
b. Syarat Jual beli                 
1. Syarat orang yang berakad      
  Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan 
akad jual beli itu harus memenuhi syarat: 
a. Berakal dalam arti mumayyiz      
    Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan 
anak kecil yang tidak berakal. Hukum jual beli yang dilakukan anak-
anak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. “…Ulama dari 
kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat jual beli 
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yang dilakukan anak-anak kecil yang telah mumayiz adalah sah selama 
ada izin walinya.”
25
 Dalam hal ini, golongan Hanafiyah tidak 
menyaratkan baligh dalam jual beli. Ini berarti transaksi jual beli yang 
dilakukan anak kecil yang telah mumayiz adalah sah. Mumayiz 
dimaksudkan, mengerti dengan jual beli yang dilakukannya.
26
Oleh 
karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum 
mumayiz, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta 
sekalipun miliknya. Sedangkan para ulama Syafi‟iyah berpendapat, 
jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada 
ahliyah (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi‟iyah 
memandang aqid (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya 
telah baligh, dan mempunyai ahliyah (kemampuan) dalam persoalan 
agama dan harta. “Sedangkan menurut Al Ghazali ada empat golongan 
yang tidak layak melakukan muamalah atau jual beli, yaitu anak kecil, 
orang gila, hamba, dan orang buta.”
27
 
b. Atas kemauan sendiri      
 Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak 
ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama 
suka. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena 
menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan 
hakim untuk melunasi utang. 




Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada Sektor 
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c. Bukan pemboros dan pailit      
    Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena 
mereka dikenakan hajru (larangan melakukan transaksi terhadap 
harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk 
menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang 
melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.    
2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul    
 Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual 
beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat 
dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan 
qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang 
bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-
menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat 
salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu qabul, 
karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn 
Taimiyah, ulama fiqh Hanbali, dan ulama lainnya, ijab pun tidak 
diperlukan dalam masalah wakaf.
28
    
 Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka 
pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. 
Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai 
tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.  
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 Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan 
qabul itu adalah sebagai berikut:  
a. Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu (ahliyah)
 Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan kabul 
harus orang yang berakal lagi mumayyiz.
29
 
b. Qabul sesuai dengan ijab      
 Misalnya penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga 
Rp.15.000,-‟‟Lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga 
Rp.15.000,-‟‟. Apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai, maka jual 
beli tidak sah. 
c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis    
 Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan 
membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, 
lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli 
mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, 
kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, 
jual beli ini tidak sah sekalipun berpendirian bahwa ijab tidak harus 
dijawab langsung dengan qabul. “ Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah 
dan Malikiyah menjelaskan bahwa antara ijab dan qabul 
diperbolehkannya pemberian waktu bagi pembeli untuk 
berpikir.”
30
Namun, ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat 




Ibid., h. 117. 
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bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat 
menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah. 
 3. Syarat yang terkait dengan barang yang dijualbelikan 
a. Milik sendiri      
  Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh 
diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik 
seperti akad wikalah (perwakilan). Akad jual beli mempunyai 
pengaruh terhadap perpindahan hak milik.Ini berarti benda yang 
diperjualbelikan harus milik sendiri. 
b. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad 
secara langsung maupun tidak langsung.     
  Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak 
dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di 
udara, dan ikan di lautan.
31
  
c. Benda yang diperjualbelikan adalah mal mutaqawwim 
Mal mutaqawwim merupakan benda yang dibolehkan 
syariat  untuk memanfaatkannya seperti bangkai, babi, minuman 
keras, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan ini, benda-benda yang 
diperjualbelikan harus suci. Oleh karena itu tidak sah melakukan 
jual beli terhadap najis dan benda-benda yang mengandung najis 
(mutanajis). 
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d. Benda yang diperjualbelikan itu dalam arti yang sesungguhnya, 
jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. 
Jual beli yang dilakukan terhadap suatu yang belum 
berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-
buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli 
anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu 
yang masih dalam susu induk (belum diperas). 
4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)   
 Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari 
barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan 
masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan ats-tsaman dengan 
as-si‟r. Menurut mereka, ats-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di 
tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan as-si‟r adalah modal 
barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke 
konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar 
pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di 
pasar).
32
 Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang 
adalah ats-tsaman. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ats-
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a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.        
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti 
pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu 
dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.   
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang 
(al-muqayadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan 
barang yang diharamkan syara, seperti babi dan khamar karena kedua 
jenis benda ini tidak bernilai dalam syara. 
d. Khiyar Dalam Jual Beli       
  Kata al-khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan al-
khiyar dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut 
transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah 
satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika 
terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.
33
Khiyar menurut 
Sayyid Sabiq adalah:  
 34اءُِغَُِللُْاُوَُْأُُاءُِضَُمُْلُِاُنَُمُُِنُِيَُْرُمُْاْلَُُرُُي ُْخَُُبُُلَُطَُُوَُىُُاخلَِياُرُ
“Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara antara melanjutkan atau 
membatalkan akad”       
 Sedangkan, dalam bukunya Mardani “pengertian khiyar menurut 
Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu suatu hak bagi 
penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli 
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yang dilakukan oleh keduanya.”
35
      
 Dengan demikian, khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh dua 
orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan 
akad yang telah terjadi.       
 Khiyar berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara 
penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga 
kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari. Khiyar menjamin 
kebebasan berpikir kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan 
transaksi yang telah mereka sepakati. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan 
atau hal-hal tertentu yang terjadi sesudah akad berlangsung. Hak khiyar pada 
setiap akad dapat terjadi bila memenuhi syarat-syarat:  
a. Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan dengan cara-cara tertentu. 
b. Terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan. 
c. Adanya mu‟awadhah (imbalan) atas barang yang lazim (harus) bagi 
kedua belah pihak.     
d. Namun, mu‟awadhah tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara 
otomatis.
36
       
Macam-macam khiyar, yaitu: 
1. Khiyar Majlis        
 Khiyar majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad 
untuk membatalkan akad, selama keduanya masih di dalam majelis akad 
(diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru 
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dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah 
berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan 
pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku 
dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang 
melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Akan tetapi, 
tentang keabsahan khiyar al-majlis ini terdapat perbedaan pendapat 
ulama. 
 “Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-
masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai khiyar al-
majlis selama mereka masih dalam majelis akad.Sekalipun akad 
telah sah dengan adanya ijab (ungkapan jual dari penjual) dan qabul 
(ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis 
akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau 





  Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah 
sempurna dengan ada ijab dari penjual dan qabul dari pembeli. Alasan 
mereka adalah suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing 
pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu diungkapkan 
melalui ijab dan qabul.        
   Khiyar ini hanya berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat 
kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, apabila suatu 
kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun syaratnya, serta 
kedua belah pihak sudah saling rela dan sepakat tidak menggunakan hak 
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Khiyar majelis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Akad yang terjadi merupakan akad mu‟awadhah (akad yang saling 
membayar imbalan), seperti jual beli. Sebaliknya, hak khiyar majelis 
tidak dapat dilakukan terhadap hibah karena dalam akad hibah tidak 
ada mu‟awadhah. 
b. Akad dapat dirusak dengan rusaknya imbalan (iwad), misalnya barang 
rusak. 
2. Khiyar Syarat        
 Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan 
sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang 
berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan 
syarat khiyar selama tiga hari.
39
      
 Untuk sahnya khiyar syarat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
a. Akad merupakan akad lazim (mengikat para pihak), seperti jual beli. 
b. Akad merupakan akad yang menerima fasakh (dapat difasakhkan) 
berdasarkan kerelaan para pihak, seperti jual beli dan ijarah. Bila akad 
tidak menerima fasakh, seperti akad nikah, talak tidak sah khiyar 
syarat. 
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c. Dalam akad, tidak wajib adanya penyerahan. Bila dalam akad ada 
penyerahan, seperti akad sharf dan harta-harta ribawiyah tidak sah 
khiyar syarat. 
d. Khiyar sampai batas waktu yang ditentukan. Bila dalam khiyar syarat 
tidak jelas batas waktu, seperti kata pembeli “saya beli barang engkau 
dengan ketentuan, saya punya hak khiyar”, maka khiyar nya tidak sah. 
e. Batas waktu yang dipersyaratkan tidak lebih dari tiga hari.40 
Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ditentukan 
syara‟ untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga 
hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan 
ketentuan umum dalam syara‟ bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai 
hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi atau diubah. 
Dengan demikian, menurut mereka apabila tenggang waktu yang 
ditentukan itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan hadis di atas, 
maka akad jual belinya dianggap batal.    
 Khiyar syarat menurut para pakar fiqh akan berakhir apabila: 
a. Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak khiyar, baik 
melalui pernyataan maupun tindakan. 
b. Tenggang waktu khiyar jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau 
diteruskan jual beli itu dari pemilik khiyar, dan jual beli menjadi 
sempurna dan sah. 
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c. Obyek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak 
khiyar. Apabila khiyar milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan 
apabila khiyar menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi 
mengikat, hukumnya berlaku dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh 
pembeli. 
d. Terdapatnya pertambahan nilai obyek yang diperjualbelikan di tangan 
pembeli dan hak khiyar ada di pihaknya. Apabila penambahan itu 
berkait erat dengan obyek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, 
seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan 
pembeli, seperti rumah diatas tanah yang menjadi obyek jual beli, 
maka hak khiyar menjadi batal. Akan tetapi, apabila tambahan itu 
bersifat terpisah dari obyek yang diperjualbelikan, seperti anak 
kambing yang lahir atau buah-buahan di kebun, maka hak khiyar tidak 
batal, karena obyek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah 
dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu. 
e. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, khiyar juga berakhir dengan 
wafatnya pemilik hak khiyar, karena hak khiyar bukanlah hak yang 
boleh diwariskan.
41
Menurut ulama Malikiyah dan Syafi‟iyah hak 
khiyar tidak batal karena menurut mereka hak khiyar boleh diwarisi 
ahli waris. 
3. Khiyar Aib (Cacat)        
 Khiyar aib adalah salah seorang dari yang berakad ada hak untuk 
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membatalkan akad. Apabila terdapat cacat pada barang-barang dan 
pemilik barang tidak mengetahui hal itu ketika akad.
42
  
 Khiyar ini terjadi karena adanya cacat pada barang sehingga 
kualitasnya berkurang. Ini berarti cacat yang menimbulkan hak bagi 
pembeli untuk mengembalikan barang adalah cacat yang menyebabkan 
berkurangnya kualitas barang. Khiyar aib dapat terjadi dengan syarat: 
a. Cacat barang tersebut tidak diketahui penjual ketika akad berlangsung. 
Apabila penjual tahu bahwa barang itu cacat, sedangkan dia tidak 
menjelaskannya waktu akad berlangsung maka jual beli tersebut fasid 
karena ada unsur tipuan di dalamnya. 
b. Cacat pada barang menurut kebiasaan bisnis mengurangi kualitas dan 
nilai serta harga barang. 
c. Cacat pada barang terjadi sebelum serah terima, bila ada cacat sesudah 
serah terima tidak menimbulkan khiyar. Pada khiyar aib pembeli 
berhak mengembalikan barang dan mengambil kembali uang atau 
minta ganti rugi dengan segera karena adanya cacat pada barang. 
Pembeli tidak mengetahui ada cacat ketika akad dan serah terima, jika 
dia tahu ada cacat ketika akad maka dia tidak ada hak khiyar karena 





                                                             
42
Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah…., h. 123. 
43
Ibid., h. 124. 
35 
 
4. Khiyar Ta‟yin        
Khiyar ta‟yin adalah hak yang dimiliki oleh dua orang yang 
berakad untuk menentukan salah satu dari barang yang berbeda harga dan 
kualitasnya yang telah disebutkan dalam akad. 
Untuk sahnya khiyar ta‟yin, Ulama Hanafiyah mensyaratkan 
kepada tiga hal, yaitu: 
a. Khiyar dilakukan terhadap beberapa barang sejenis yang berbeda 
kualitasnya. Misalnya, memilih satu jenis barang yang berbeda merek 
dan kualitasnya. 
b. Barang tersebut berbeda sifat dan nilainya. Jika barang sama nilai dan 
sifatnya, maka hak khiyar tidak ada. 
c. Tenggang waktu harus ditentukan, yakni tidak lebih dari tiga hari.44 
5. Khiyar Ru‟yah        
 Khiyar ru‟yah adalah pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan 
atau membatalkan akad ketika melihat objek akad, baik sebelum atau 
ketika akad. Munculnya khiyar ru‟yah karena tidak terlihatnya objek akad 
ketika atau sebelum akad terjadi. Hak khiyar bagi pembeli muncul ketika 
ia melihat barang, bukan sebelum objek akad terlihat walaupun akad 
dapat dilangsungkan sebelum barang terlihat. Dalam keadaan seperti ini, 
akad belum mengikat para pihak. Jumhur fuqaha‟ Hanafiyah, Malikiyah, 
Hanabilah dan Zahiriyah, membolehkan khiyar ru‟yah pada jual beli 
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barang yang belum dilihat pada waktu akad.
45
             
Khiyar ru‟yah dapat dilakukan dengan beberapa syarat,yakni: 
a. Objek akad tidak terlihat sebelum atau ketika akad berlangsung 
b. Objek akad berupa materi seperti tanah, rumah dan kendaraan. 
c. Akad dapat dibatalkan seperti jual beli, ijarah.   
e. Macam-Macam Jual Beli       
 Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya 
menjadi tiga bentuk, yaitu: 
1. Jual beli shahih       
 Jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya 
terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak 
orang dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli shahih 
menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu 
barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah 
miliknya menjadi milik pembeli. 
2. Jual beli ghairu shahih       
 Jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak 
sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual 
beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau barang yang 
dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, 
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darah, babi, dan khamr.
46
                
Jenis-jenis jual beli ghairu shahih (batil) yaitu:
47
  
a) Jual beli sesuatu yang tidak ada      
Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak 
sah/batil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya 
pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, 
sekalipun di perut ibunya telah ada. Hal ini sejalan dengan sabda 
Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh al-bukhari, Muslim, Abu 
Daud, Ahmad ibn Hanbal, an-Nasa‟I dan at-Tirmizi. 
“Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H/1292-1350 M) pakar fiqh 
Hanbali mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada 
waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang 
akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan 
dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam 




b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli 
 Jual beli ini seperti menjual barang yang hilang atau burung 
piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh 
seluruh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori bai‟ al-gharar 
(jual beli tipuan). 
c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan    
Jual beli ini tidak sah karena pada lahirnya baik tetapi ternyata 
di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan sehingga dapat merugikan 
salah satu pihak. 
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d) Jual beli benda-benda najis      
Jual beli yang menjual benda-benda najis seperti babi, khamr, 
bangkai dan darah karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah 
najis dan tidak mengandung harta. Menurut jumhur ulama, termasuk 
dalam jual beli najis ini adalah memperjualbelikan anjing, baik anjing 
yang dipersiapkan untuk menjaga rumah maupun untuk berburu. Akan 
tetapi, sebagian ulama Malikiyah membolehkan memperjualbelikan 
anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karena menurut 
mereka anjing untuk menjaga rumah dan berburu bukanlah najis. 
e) Jual beli al-arbun         
Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli 
membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan 
kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, 
maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang 
dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi 
hibah bagi penjual dan Rasulullah saw melarang jual beli arbun. 
f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak 
boleh dimiliki seseorang.       
Air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama 
umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati 





g) Jual beli yang fasid       
Jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya 
tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (ahliyah) 
atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, 
terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut 




a) Jual beli majhul yaitu barang yang diperjualbelikan tidak jelas. 
b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang 
digantungkan kepada masa yang akan datang.  
c) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat akad.  
Menurut Hanafiyah, jual beli bisa menjadi sah bila barang 
terlihat dan bagi pembeli ada hak khiyar ru‟yah. “Jual beli yang 
dilakukan oleh orang buta menurut Hanafiyah, Malikiyah dan 
Hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang 
buta.”
50
Sementara itu, Syafi‟iyah menyatakan tidak sah jual beli yang 
dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta. 
h) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga 
tunai (bai‟ ajal).       
Menurut ulama Syafi‟iyah dan Zahiriyah jual beli ini sah 
karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama Malikiyah dan 
Hanabilah berpendapat jual beli ini bathil. Sementara itu, Abu Hanifah 
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menyatakan jual beli ini fasid. Menurutnya jual beli seperti ini 
dipandang sebagai hilah dari riba.    
i) Jual beli anggur dengan tujuan membuat khamar, ataupun jual beli 
pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang.  
Menurut Abu Hanifah dan ulama Syafi‟iyah jual beli ini secara 
zahirnya sah. Namun, menjadi makruh karena anggur yang 
diperjualbelikanditujukan untuk membuat khamr. Ulama Malikiyah 
dan Hanabilah menyatakan jual beli ini bathil. Ulama ini menggunakan 
kaidah sad az-zari‟ah, yaitu: 
ُامرَُحَُُوَُهُُف َُُامُِرَُاحلَُُْىأََدىُِإَلىُما
“Apa saja yang membawa kepada perbuatan haram maka hal tersebut 
juga haram hukumnya”. 
j) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau dua syarat 
dalam satu akad jual beli     
 Misalnya seseorang berkata “saya jual rumah saya kepada 
kamu kemudian kamu jual pula kudamu kepada saya” atau dengan 
ungkapan lain “saya beli barang ini Rp. 2.000,00., seribu saya bayar 
tunai dan seribu lagi saya bayar tangguh”. Menurut Syafi‟iyah jual beli 
ini bathil, sedangkan menurut Hanafiyah jual beli ini fasid.
51
 
 Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat 
macam: 
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1. Jual beli saham (pesanan)      
Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual 
beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian 
barangnya diantar belakangan.    
2. Jual beli muqayadhah (barter)    
Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar 
barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 
3. Jual beli muthlaq       
Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu 
yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. 
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar    
Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli 
barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar 
lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.   
f. Jual beli yang Dilarang dalam Islam      
     Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-
Juhaili meringkasnya sebagai berikut:   
1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)      
 Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila 
dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu 
ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah 




a) Jual beli orang gila      
Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila 
tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga 
dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal. 
b) Jual beli anak kecil       
Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum 
mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang 
ringan atau sepele. “…Menurut ulama Syafi‟iyah, tidak sah jual beli 
anak kecil karena tidak adanya ahliah.”
52
Adapun menurut ulama 
Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang 
sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu 
cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan 
keleluasaan untuk jual beli. 
c) Jual beli orang buta       
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang 
buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia 
dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, 
bahkan menurut ulama Syafi‟iyah walaupun diterangkan sifatnya 
tetap dipandang tidak sah.      
d) Jual beli Fudhlul        
Jual beli fudhlul adalah jual beli milik orang tanpa seizin 
pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli 
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ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama 
Hanabilah dan Syafi‟iyah, jual beli fudhlul tidak sah. 
e) Jual beli terpaksa       
Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, 
seperti jual beli fudhlul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni 
ditangguhkan. Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai 
rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim 
baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi‟iyah dan 
Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan 
ketika akad. 
f) Jual beli orang yang terhalang     
Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang 
yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohannya dipandang 
tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya 
dipandang tidak dapat dipegang.     
g) Jual beli Malja        
Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam 
bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak 
sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada 
umumnya. 
3. Terlarang Sebab Shighat        
  Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan 
pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di 
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antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu 
pemisah.        
  Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak 
sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih 
diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini: 
a) Jual beli mu‟athah       
Jual beli mu‟athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh 
pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak 
memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ijab 
dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, 
perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. 
Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat 
dengan perbuatan atau isyarat. 
     “Adapun ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa jual beli harus 
disertai ijab qabul, yakni dengan sighat lafazh, tidak cukup dengan 
isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat 
diketahui, kecuali dengan ucapan.Mereka hanya membolehkan jual 
beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.”
53
 
       
Jual beli al-mu‟athah dipandang tidak sah menurut ulama 
Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi‟iyah membolehkannya, seperti 
Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan 
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b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul   
Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab 
dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang 
tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau 
menurunkan kualitas barang. 
c) Jual beli Munjiz        
Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu 
atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini 
dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat 
dan rukun jual beli.
55
    
d) Jual beli Najasyi       
Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau 
melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar 
orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini 
dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan 
kehendak sendiri).       
e) Menjual di atas penjualan orang lain    
Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan 
cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. 
Contohnya seseorang berkata : kembalikan saja barang itu kepada 
penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih 
murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena 
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f) Jual beli di bawah harga pasar     
Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara 
menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar 
dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, 
kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti 
ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak 
pemilik barang (petani) atau orang-orang desa. 
g) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain   
Contoh seseorang berkata: Jangan terima tawaran orang itu 
nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli 
seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan 
persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara 
pedagang. 
2. Terlarang Sebab Ma‟qud Alaih (Barang Jualan)    
 Secara umum, ma‟qud alaih adalah harta yang dijadikan alat 
pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi‟ (barang 
jualan) dan harga.        
 Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma‟qud 
alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat 
diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak 
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bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari 
syara‟. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian 




a) Jual beli Gharar        
Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli 
yang demikian tidak sah. Secara operasional, gharar bisa diartikan 
kedua belah pihak atau salah satu pihak dalam transaksi tidak 
memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi 
baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang 
sehingga pihak kedua dirugikan.
58
      
 Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, 
adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan 
ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang 
dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan salah satu pihak terhadap 
pihak lainnya.
59
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“Abdullah bin Mas‟ud ra bahwasanya Nabi SAW, janganlah kamu 
membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk 
gharar (menipu).” (HR. Ahmad).     
 Menurut para ulama gharar itu berbeda-beda tingkatannya 
yaitu: 
1. Gharar Katsir (gharar yang banyak)    
 Yaitu gharar yang berakibat pada tidak sahnya akad. 
Gharar katsir berpotensi merugikan pihak yang berakad dan 
berpotensi melahirkan perselisihan/sengketa (al-niza‟). 
2. Gharar Mutawasith (gharar yang pertengahan)  
 Yaitu gharar yang mengakibatkan pada tidak sahnya akad. 
Gharar mutawasith ini berada di antara gharar katsir dan gharar 
qalil. 
3. Gharar Yasir (gharar yang sedikit)    
 Yaitu gharar yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya 
akad. Gharar yasir (terkadang disebut pula dengan gharar qalil) 
tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak 
berpotensi melahirkan perselisihan/sengketa (al-niza‟).   
Ibnu al-Qayyim sebagaimana dikutip Khalid bin Abd al-„Aziz 
al-Batuliy mengatakan: “Tidak setiap gharar itu menjadi penyebab 
diharamkannya jual beli, akan tetapi terdapat gharar yang dimaafkan 
(diperbolehkan) apabila gharar itu sedikit atau tidak bisa 
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b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan   
Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat 
diserahkan seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air 
dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada 
kejelasan yang pasti. 
c) Jual beli Majhul        
Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli 
singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru 
berbentuk bunga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur 
Ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara 
manusia.    
d) Jual beli sperma binatang     
Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti 
mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat 
keturunan yang baik adalah haram. 
e) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur‟an) 
Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas 
hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram. 
Seperti jual beli barang yang diharamkan yaitu arak, babi, bangkai 
dan berhala. Jual beli tersebut dilarang karena dapat menimbulkan 
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perbuatan maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia 
melakukan kemaksiatan. 
f) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya 
Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya 
belum ada dan belum tampak jelas. Hal tersebut sebagaimana sabda 
Nabi Muhammad Saw: 
 62َعَلْيِوَُوَُسلََّمُنَ َهىَُعْنُبَ ْيِعَُحَبلُاحلََبلةُ)ُرواهُالبخاُرومسلم(أنُالنِبَُصلَّىُاهللُ
“Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang jual beli calon anak dari 
janin yang dikandung. (HR. Bukhori Muslim) 
g) Jual beli Muzabanah       
Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, 
misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, 
sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi 
kering. 
h) Jual beli Muhaqallah       
Maksud muhaqallah di sini adalah menjual tanam-tanaman 
yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab 





                                                             
62
Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisabury, Shahih Muslim, 
Dahlan Indonesia, Juz III, h. 1514. 
63
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…., h. 79. 
51 
 
i) Jual beli Mukhadharah       
Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, 
misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil 
(kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh 
agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam 
artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum 




j) Jual beli Mulammasah       
Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang 
menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka 
berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini 
dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan 
kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. 
k) Jual beli Munabadzah        
Yaitu jual beli secara lempar melempar, misalnya seseorang 
berkata : lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti 
kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi 
lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga 
dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat 
merugikan salah satu pihak. 
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g. Prinsip-Prinsip Bermuamalah 
  Dalam melakukan jual beli, terdapat prinsip-prinsip yang harus 
dipenuhi oleh setiap muslim dalam melakukan transaksi agar transaksi 
tersebut sesuai dengan hukum syara‟, berikut prinsip-prinsip bermuamalah: 
1. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang  menunjukkan 
keharamannya. 
Kaidahnya yang berbunyi: 
ُر ْوِط فِي اْلُمَعاَمالَِث اْلِحلُّ َواإِلبَا َحتُ إاِلَّ بَِد لِْيٍل           ْاألَْصُل فِي الشُّ
“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan 
diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”
65
 
2. Muamalah itu mesti didasarkan atas dasar suka sama suka 
Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisaa:29 
  ُ ُ ُُ ُ ُ   ُ    ُُُ
ُ ُُ ُ ُُُ ُ  ُُُُ ُ ُ
  ُُُ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. 
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3. Muamalah yang dilakukan mesti mendatangkan maslahat dan menolak 
mudarat bagi manusia. 
ِج أَنَّ َرُسْوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قًَض أَْن الَ َضَرَر َوالَ َعْه ُعبآ َدةَ اْبِه َصا مِ 
 ِضَراَر )رواه أحمد وابه ماجت
“ Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak 
boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas 
kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 
2. Promosi 
a. Pengertian Promosi 
Promosi atau dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan at-
tarwij )الترويج( adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh pembeli atau 
produsen untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen dan 




b. Tujuan Promosi 
Adapun tujuan dilakukan promosi yaitu: 
1. Untuk menyebarluaskan informasi barang atau jasa perusahaan kepada 
pasar. 
2. Untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga kesetiaan konsumen 
untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan. 
3. Untuk meningkatkan penjualan sehingga pendapatan perusahaan akan 
meningkat. 
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4. Untuk membedakan dan mengunggulkan produk perusahaan 
dibandingkan dengan produk pesaing. 
c. Etika Dalam Berpromosi 
Jika meneladani Rasulullah SAW saat melakuka kegiatan promosi, 
maka beliau sangat mengedepankan adab dan etika yang luar biasa. Etika 
dan adab inilah yang disebut sebagai strategi. Menurut Madjid Fakhri, 
etika yang harus dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan anjuran Islam 
adalah: 
1. Jangan pernah mengobral sumpah, dalam beriklan atau berpromosi 
janganlah mudah mengucapkan janji sekiranya janji tersebut tidak bisa 
ditepati. Bersumpah secara berlebihan dilarang dalam etika promosi 
Islam, mengobral sumpah tanpa sesuai dengan yang sesungguhnya 
dapat merusak nilai-nilai Islami. 
2. Jujur, Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat 
menyebabkan kerugian dan kezaliman serta dapat menimbulkan 
permusuhan. 
3. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-
kesepakatan diantara kedua belah pihak. 
4. Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik perhatian 
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3. All You Can Eat 
a. Pengertian All You Can Eat       
  All You Can Eat adalah sistem penjualan menu di restoran atau 
rumah makan di mana konsumen hanya membayar 1 kali untuk dapat 
menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau buffet 
dengan batasan waktu tertentu.
68
Secara harfiah, All You Can Eat berarti 
semua bisa anda makan. 
b. Konsep All You Can Eat       
  Konsep All You Can Eat sendiri sudah banyak diterapkan di 
restoran maupun rumah makan serta sudah diketahui oleh sebagian 
masyarakat. Konsep ini memberikan kesempatan kepada  konsumen untuk 
mencoba segala jenis makanan mulai dari makanan pembuka, makanan berat 
dan makanan penutup hanya dengan membayar satu harga yang telah 
ditentukan oleh pihak restoran. Konsep ini dimulai dengan konsumen 
membayar uang terlebih dahulu kepada restoran dan dilanjutkan konsumen 
bebas untuk menyantap makanan apa saja yang telah disiapkan oleh pihak 
restoran dalam bentuk buffet atau prasmanan. Dalam konsep All You Can 




1. Pihak restoran memberikan batasan waktu kepada konsumen 
 Batasan waktu ini antara restoran satu dengan lainnya memiliki 
perbedaan, ada yang menerapkan 1 jam, 1 setengah jam bahkan sampai 2 
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jam. Konsumen mau tidak mau harus mengikuti aturan tersebut. Apabila 
konsumen melewati batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan 
denda oleh pihak restoran. 
2. Pembeli akan dikenakan denda apabila tidak mengabiskan makanan 
  Dalam menerapkan denda, antara satu restoran dengan restoran 
lainnya memiliki perbedaan tergantung dari kebijakan masing-masing 
restoran, ada yang menerapkan denda mulai Rp. 50.000/gram makanan 
yang tersisa. Akan tetapi, masih ada restoran yang tidak menerapkan 
denda kepada pembeli apabila tidak menghabiskan makanan.  
3. Dilarang membawa pulang makanan   
 Konsumen dilarang untuk membungkus atau membawa pulang 
makanan yang tersaji  di meja buffet All You Can Eat. Jika pembeli 
sampai ketahuan membawa pulang makanan akan dikenakan denda oleh 
pihak restoran. 
B. Tinjauan Pustaka         
 Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa 
penelitian-penelitian terdahulu yang terikat tentang jual beli , yaitu sebagai 
berikut: 
1. Skripsi yang dibuat oleh Ayu Liana pada tahun 2019, Fakultas Syariah dan 
Hukum, Universitas Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam tentang Jual Beli Udang Yang Masih di Dalam Tambak 
(Studi Kasus Di Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten 
Tulang Bawang)”.Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu: 
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a. Praktik jual beli udang yang masih di dalam tambak di Dipasena 
Makmur dilakukan oleh dua orang yaitu, antara penjual dan pembeli. 
Penjual udang menjual udangnya di dalam tambak karena penjual tidak 
mempunyai modal untuk meneruskan udangnya yang di dalam tambak 
dan untuk mendapatkan keuntungan atau penjual hendak pulang 
kampung. Penetapan harga penjualan ditentukan dari harga modal yang 
sudah dikeluarkan ditambah dengan keuntungan oleh penjual udang 
dengan menggunakan akad lisan. Pembayaran dilakukan saat itu juga 
ditempat terjadinya transaksi dan dibayar dengan tunai. 
b. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli udang yang masih di dalam 
tambak masih terdapat kesamaran dalam objek atau barang yang dijual 
dari segi ukuran, kualitas dan kuantitas serta barang yang tidak dapat 
diserahkan pada saat transaksi, maka pasti ada pihak yang dirugikan 
dan menurut hukumnya termasuk ke dalam jual beli bathil alasannya 
karena akadnya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam hal 
ini, dapat ditarik kesimpulan jual beli udang yang masih di dalam 
tambak tidak sesuai dengan ketetapan syariat Islam atau hukum syara‟. 
Maka jual beli udang yang masih di dalam tambak yang terjadi di 
Dipasena Makmur kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang 
Bawang menurut hukum Islam tidak sah, sebab syarat objek jual beli 
tidak terpenuhi, yaitu barang tidak dapat diserahkan dan saat terjadinya 
transaksi dan barang tidak diketahui ukuran, kualitas dan kuantitas. 
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2. Skripsi yang dibuat oleh Rama Dona Laila pada tahun 2018, Fakultas 
Syariah dan Hukum, Universitas Raden Intan Lampung yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem 
Tarik Benang (Studi  di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut 
Kab. Muara Enim)”. Hasil penelitian skripsi ini yaitu: 
a. Jual beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang di Desa Pulau 
Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim adalah praktik 
jual beli dengan menarik benang yang dipilih pembeli. Jika pembeli 
bernasib baik benang yang ditarik hasil pilihannya terhubung dengan 
plastik yang didalamnya terdapat ikan cupang, jika sebaliknya maka 
pembeli hanya akan menarik benang saja tanpa ada plastic berisi ikan 
cupang (pembeli dirugikan) 
b. Pelaksanaan jual beli ikan cupang dengan cara seperti ini tidak sah, 
karena mengandung unsur gharar yang disebabkan karena spekulasi 
atau untung-untungan atau tebak-tebakan yang dilarang dalam hukum 
Islam dan dapat merugikan salah satu pihak. 
3. Skripsi yang dibuat oleh Septina Ebat pada tahun 2019, Fakultas Syariah 
dan Hukum, Universitas Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu 
(Studi Kasus di CV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan 
Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”. Hasil penelitian skripsi ini yaitu: 
a. Praktik Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar Waktu di CV. Hanura 
Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten 
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Lampung Utara, relative masih diminati masyarakat selain karena harga 
ayam potong melebihi kadar waktu (bobot 2-3 kg) dijual dengan harga 
yang lebih murah dibandingkan dengan ayam potong berukuran standar 
(1,2-1,5 kg), ukuran dan bobot ayam potong yang lebih besar dan berat 
juga menarik minat para pembeli. 
b. Tinjauan hukum Islam tentang Jual Beli Ayam Potong Melebihi Kadar 
Waktu diCV. Hanura Jaya Lampung Desa Sindang Sari Kecamatan 
Kotabumi Kabupaten Lampung Utara adalah tidak diperbolehkan atau 
batal dikarenakan penjualan ayam potong melebihi kadar waktu tidak 
dapat memenuhi syarat serta sahnya objek yang diperjualbelikan yakni 
bermanfaat serta tidak merugikan. Sebab salah satu syarat objek jual 
beli barang yang diperjualbelikan harus memberikan manfaat 
sedangkan jual beli ayam potong melebihi kadar waktu di CV. Hanura 
Jaya Lampung meskipun berukuran besar namun ayam potong yang 
dijual tersebut mengandung lemak yang lebih banyak dan mengandung 
kolesterol yang tinggi, akan sangat berbahaya jika dikonsumsi berlebih 
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